
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perekonomian di Negara Indonesia sangat pesat ditandai dengan adanya masyarakat yang 

seringkali berpindah tempat tinggal dengan tujuan mencari nafkah, dengan adanya masyarakat 

yang sering berpindah tempat dibutuhkan transportasi atau pengangkutan baik melalui darat, laut 

dan udara. Secara umum, masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana guna menunjang 

kebutuhan mereka terutama dalam hal pengangkutan. Banyaknya masyarakat yang masih 

tergantung pada angkutan umum, jika dilihat dari kapasitas angkut pada angkutan umum ini 

tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai sehingga terjadi penuh sesak 

oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang memilih alternatif angkutan umum lain 

yang dirasa lebih nyaman dan dapat beroperasi dalam waktu yang singkat yang mampu 

mengantarkan mereka ke tempa tujuan dengan cepat dan efektif. 

Hakikatnya pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan 

penumpang dan atau pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, 

sedangkan penumpang dan atau pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan. 

Hal ini memberikan indikasi bahwa penumpang yang menggunakan jasa dalam kegiatan 

 



pengangkutan tidak ingin mengalami kerugian secara materiil yang berkaitan dengan 

pengangkutan.
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Salah satu jenis angkutan umum yang dirasa lebih nyaman dan menghemat waktu oleh 

masyarakat adalah angkutan udara, dan ini menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat karena 

keadaan geografis Indonesia yang sangat luas jika dibandingkan dengan alat angkutan lain 

seperti angkutan darat dan laut akan memakan waktu lebih lama bagi masyarakat. Kegiatan 

pengangkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. 

Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut 

pembayaran. Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk 

melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya 

selain di bidang angkutan udara. 

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut 

penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke 

bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.  Angkutan udara niaga terdiri atas angkutan 

udara berjadwal (scheduled airlines) dan angkutan udara niaga tidak berjadwal (non-schelude 

airlines). Pada umumnya angkutan udara niaga berjadwal (scheduled airlines) mempunyai ciri-

ciri antara lain angkutan udara tersebut disediakan untuk penumpang yang menilai waktu  lebih 

berharga dibanding dengan nilai uang, pesawat udara tetap tinggal landas sesuai dengan jadwal 
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penerbangan yang diumumkan walaupun pesawat udara belum penuh, oleh karena itu angkutan 

niaga berjadwal (scheduled airlines) banyak di minati oleh masyarakat.
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Perjanjian pengangkutan udara terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu pihak penumpang dan pihak 

pengangkut yang biasanya diadakan secara lisan namun kegiatan ini didukung dengan adanya 

dokumen pengangkutan udara. Terselenggaranya suatu pengangkutan udara dalam kegiatan 

pengangkutan memiliki banyak permasalahan seperti penumpang yang mengalami kecelakaan 

(menyebabkan kematian, luka-luka atau cacat tetap), kerusakan atau kehilangan barang, dan 

keterlambatan penerbangan, dalam hal ini penumpang berhak medapatkan ganti kerugian karena 

salah satu ciri dari maskapai penerbangan udara adalah memberikan pelayanan yang baik kepada 

penumpang serta bertanggung jawab dalam hal penumpang yang mengalami kerugian. 

Permasalahan yang menjadi sorotan pada maskapai penerbangan udara adalah hilangnya bagasi 

penumpang, dalam hal penyelesaian hampir semua kasus hilangnya bagasi tersebut tidak 

terlaksana dengan baik yaitu dalam hal pemenuhan kewajiban berupa tanggung jawab 

penerbangan udara kepada penumpang yang mengalami kehilangan barang dalam bagasi. Pada 

tanggal 18 April 2018 telah kehilangan bagasi penumpang atas nama Meysa Sinaga 

menggunakan jasa pelayanan angkutan udara dari bandara Hasanuddin, Makassar menuju 

bandara Kuala Namu Medan, Meysa telah melaporkan bahwa bagasi hilang tetapi ironisnya 

setelah pemeriksaan kode bagasi justru sudah ditandai bahwa barang sudah diambil oleh pemilik. 

Pada tanggal 10 Juni 2018 telah kehilangan perhiasan emas sebesar 19 gram (terdiri dari kalung 

10 gram, liontin empat gram, dan gelang 5 gram) didalam bagasi penumpang atas nama Rina 

Seko  menggunakan jasa pelayanan angkutan udara dari bandara Hasanuddin, Makassar menuju 
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bandara Juanda, Surabaya, kehilangan bagasi ini sudah dilaporkan kepada pihak maskapai 

penerbangan udara tetapi pelaporan tersebut tidak langsung dilakukan pengecekan melainkan 

hanya membuat laporan kehilangan. Faktanya kedua masalah ini tidak ada tindakan lebih lanjut 

dari pihak maskapai penerbangan udara untuk memberikan ganti kerugian kepada penumpang 

dan ini membuat penumpang merasa kecewa akan pelayanan yang diberikan pihak maskapai 

penerbangan. 

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang 

Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara, tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban 

perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau 

pengirim barang serta pihak ketiga. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tanggung jawab itu 

dimulai sebelum masa penerbangan (pre-flight service), pada saat penerbangan (in-flight 

service), dan setelah penerbangan (post-in flight service). Kerugian sebelum masa penerbangan 

(pre-flight service) misalnya berkaitan dengan pembelian tiket, penyerahan bagasi, penempatan 

bagasi pada rute yang salah atau terjadinya keterlambatan. Kerugian pada saat penerbangan (in-

flight service) misalnya tidak mendapatkan pelayanan yang baik atau rasa aman untuk sampai di 

tujuan dengan selamat. Sedangkan kerugian setelah penerbangan (post-in flight service) antara 

lain sampai di tujuan terlambat, bagasi hilang atau rusak. 

Tanggung jawab maskapai penerbangan inilah yang menjadi sorotan bagi penumpang yang 

mengalami kehilangan barang. Mengingat dalam hal kewajiban maskapai penerbangan udara 

adalah memberikan pelayanan yang baik serta bertanggung jawab dalam hal terjadi kerugian 

pada penumpang, maka penumpang mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian terutama 

dalam objek penelitian ini adalah barang penumpang yang hilang. Hubungan hukum bukan 

hanya manusia yang diakui sebagai subjek hukum, ada pihak lain yang bukan manusia tetapi 

diakui sebagai subjek hukum yang biasa disebut sebagai badan hukum seperti pada yang diakui 

oleh pemerintah, umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau kesejahteraan 



masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik 

untuk mengkaji melalui skripsi yang berjudul  “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN 

PENERBANGAN TERHADAP BARANG BAGASI PENUMPANG YANG HILANG” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana proses penyelesaian klaim atas barang bagasi penumpang yang hilang? 

2.  Bagaimana bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan udara terhadap penumpang yang 

mengalami kehilangan barang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan memahami proses penyelesaian klaim maskapai penerbangan 

udara terhadap kehilangan barang; 

2. Mengetahui dan memahami kapan beralihnya tanggungjawab dari  maskapai 

penerbangan udara kepada penumpang serta bentuk tanggung jawab maskapai 

penerbangan udara terhadap penumpang yang mengalami kehilangan barang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan teoritis 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan saran dalam ilmu 

pengetahuan hukum, terkhusus mengenai hukum pengangkutan niaga. 

2. Kegunaan praktis 

a.   Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas sebagai pengguna jasa 

transportasi khususnya maskapai penerbangan udara mengenai kehilangan barang. 

b.  Bahan rujukan bagi maskapai penerbangan udara sebagai perusahaan maskapai penerbangan 

udara untuk memperhatikan serta meningkatkan pelayanannya kepada penumpang. 

c.  Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun 

penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu 

Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, khususnya bagian Hukum Perdata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang  Pengangkutan  Udara 

1. Pengertian Pengangkutan Udara 

Pengangkutan merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat.Hal ini 

disebabkan karena peran pengangkutan itu sendiri yang sangat penting dalam memperlancar arus 

lalulintas barang dan orang yang timbul sejalan dengan meningkatnya perkembangan 

masyarakat, sehingga menjadikan pengangkutan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat.
3
 

Menurut Abdulkadir Muhammad, Pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang 

berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan 

membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. 

Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan 

pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian 

pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain, 

apabila dirumuskan dalam definisi, maka Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang 

atau penumpang ke dalam alat angkut, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan 

ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat 

yang ditentukan. 
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Dilihat dari pengertian di atas maka terdapat rangkaian pemindahan dalam arti luas dan 

dalam arti sempit meliputi kegiatan : 

a.  Dalam arti luas, terdiri dari : 

1.  Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut 

2. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan; dan 

3.   Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat 

tujuan. 

b.   Dalam arti sempit 

Meliputi kegiatan membawa penumpang dan/ atau barang dari stasiun/ terminal/ 

pelabuhan/ Bandar udara ke tempat tujuan. 

Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-

orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan 

manfaat serta efisiensi.  Sedangkan pengangkutan sebagai perjanjian (agreement), pada 

umumnya bersifat lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan yang 

membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi. Perjanjian pengangkutan dapat pula 

dibuat secara tertulis yang disebut carter (charterparty). 

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, 

dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang 

dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan 

pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. 



Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu : 

1.  Asas yang bersifat publik, merupakan landasan hukum pengangkutan yang 

berlaku dan berguna bagi semua pihak yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, 

pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan dan pihak pemerintah 

(penguasa). Adapun asas-asas yang bersifat publik antara lain : 

a. Asas Manfaat, setiap manusia harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-

besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan 

prikehidupan yang berkeseimbangan bagi warga Negara; 

b. Asas Adil dan Merata, penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan 

pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya 

yang terjangkau oleh masyarakat; 

c. Asas Keseimbangan, penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan 

yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan 

penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara 

kepentingan nasional dan internasional; 

d. Asas Kepentingan Umum, penyelenggara pengangkut harus lebih mengutamakan 

kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas; 

e. Asas Keterpaduan, pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, 

terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda 

pengangkutan. 



f. Asas Kesadaran Hukum, pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian 

hukum serta mewajibkan kepada setiap warga Negara Indonesia agar selalu sadar 

dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan. 

g. Asas Keselamatan Penumpang, pengangkutan penumpang harus disertai dengan 

asuransi kecelakaan baik untuk pengangkut maupun untuk pengguna jasa. 

2.  Asas yang bersifat perdata, merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya 

berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan, yaitu pengangkutan 

dan penumpang atau pengiriman barang. Adapun asas-asas yang bersifat perdata, 

antara lain : 

a.    Asas Konsensual, pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah 

cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Maka dalam hal ini apabila sudah ada 

suatu kesepakatan antar para pihak yag saling terucap maka perjanjian 

pengangkutan sudah terbentuk, namun hanya saja ada kalanya diperlukan 

dokumen pengangkutan untuk mengangkut suatu hal tertentu; 

b.  Asas Koordinatif, pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang 

setara, tidak ada pihak yang berada di atas maupun pihak yang berada di bawah. 

Jadi bukan berarti pengangkut selaku pemberi jasa mempunyai kewenangan yang 

lebih tinggi daripada pengguna jasa dan pengangkut dapat berbuat   semena-mena 

kepada pengguna jasa. Hal ini tidak dibenarkan karena kedudukan mereka adalah 

seimbang.
4
 

                                                           
4
Ibid Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 48     



Definisi pengangkut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan, Pasal 1 angka 26 : “Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, 

pemegang izin kegiatan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga 

berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan 

udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga”.
5
 Angkutan udara adalah 

setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, 

dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain 

atau beberapa bandar udara. 

 

Pengangkut pada pengangkutan udara adalah Perusahaan Pengangkutan Udara yang 

mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan pesawat udara sipil dengan memungut 

bayaran. Sementara itu perusahaan angkutan udara atau biasa disebut dengan maskapai 

penerbangan dapat didefinisikan yaitu sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan 

bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk 

menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai 

lainnya untuk keuntungan bersama. Sebelum menyelenggarakan pengangkutan udara, terlebih 

dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang atau pemilik 

barang. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk 

dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat, sedangkan pihak lainnya 

menyanggupi akan membayar ongkosnya. 

 

 

 

                                                           
5
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 23  

  



2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Udara 

a. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di 

mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, ada hubungan hukum di 

antara pihak-pihak atau orang-orang tersebut, dan hubungan hukum inilah yang disebut 

perikatan. Sebab dari peristiwa itulah lalu timbul di satu pihak adanya tuntutan suatu prestasi dari 

pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain itu. 

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini 

dipandang tidak jelas disebabkan karena dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatannya 

saja yang dapat diartikan setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas 

konsensualisme, dan bersifat dualisme. 

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang pengertian perjanjian, antara lain : 

1.  Abdulkadir Muhammad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang 

atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta 

kekayaan.
6
 

2.  R. Subekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji pada satu orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu.
7
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3.  Setiawan, Perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
8
 

4. Niewenhuis, Perjanjian merupakan sarana utama bagi para pihak untuksecara mandiri 

mengatur hubungan-hubungan hukum di antara mereka.
9
 

5.  Ahmadi Miru, memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana 

seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya kalau seorang berjanji kepada orang lain, 

perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang biasa diistilahkan dengan perjanjian 

sepihak dimana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, 

sedangkan orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai 

balasan (kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya. Sementara itu, apabila dua 

orang saling berjanji ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan 

sesuatu/berbuat sesuatu kepada pihak lainnya untuk menerima apa yang dijanjikan 

oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan 

diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.
10

 

 

Perjanjian merupakan sumber daripada perikatan atau dapat juga dikatakan bahwa 

perikatan itu timbulnya karena perjanjian. Perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, 

sebab memang yang paling banyak perikatan itu timbul dari adanya perjanjian. Perjanjian 

pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan 

bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat. 

Dokumen pada pengangkutan udara terdiri dari tiket penumpang dan tanda pengenal 

bagasi pada perjanjian pengangkutan dibuat secara lisan namun perjanjian ini tetap mengikat 

kedua belah pihak, pernyataan ini dipertegas pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan: 
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“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Jadi dalam hal ini masing – masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi guna untuk melancarkan kegiatan pengangkutan. 

b. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Udara 

Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 menetapkan, perjanjian pengangkutan 

udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk 

mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau 

dalam bentuk imbalan jasa yang lain. Sedangkan menurut pendapat H.M.N. Purwosutjipto, yang 

dimaksud dengan perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dengan 

pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan 

barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan 

pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan Menurut sifatnya, dalam perjanjian 

pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi, tidak seperti 

dalam perburuhan, di mana para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan 

lebih tinggi daripada si buruh. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan ini disebut 

kedudukan subordinasi, sedangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah 

kedudukan yang sama tinggi atau kedudukan koordinasi. 

Dasar dari perjanjian pengangkutan udara adalah suatu perikatan yang menimbulkan hak 

dan kewajiban dan merupakan sebuah perjanjian,maka perjanjian pengangkutan pun harus 

memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian 

yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata  yaitu sebagai berikut : 



1.  Kata sepakat dari para pihak, diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, 

kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih 

dengan pihak lainnya. 

2.  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1330 KUH 

Perdata adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. 

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. 

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap 

dan mempunyai  wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana 

yang ditentukan oleh undang-undang. 

3.  Suatu hal tertentu, diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata suatu perjanjian harus 

mempunyai objek suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya sedangkan 

mengenai jumlahnya dapat tidak ditentukan jumlahnya. 

4.  Suatu sebab yang halal, diatur dalam Pasal 1336 KUH Perdata yang menyatakan 

bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal 

ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjian demikian 

adalah sah. 

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian 

sehingga disebut sebagai syarat subjektif. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka 

perjanjiannya bukan batal demi hukum melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk 

meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat adalah mengenai objeknya 

suatu perjanjian sehingga disebut syarat objektif. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi maka 



perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian 

dan tidak pernah ada suatu perikatan. 

3. Pihak pihak dalam pengangkutan udara 

Pihak – pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan udara adalah sebagai berikut : 

1. Pengangkut 

Secara umum, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) tidak dijumpai 

defenisi pengangkut, kecuali dalam pengangkutan laut. Definisi pengangkut pada pengangkutan 

kapal dilihat dalam Pasal 466 KUHD berisi pengangkut adalah barangsiapa yang baik dengan 

perjanjian carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan perjanjian jenis 

lain, mengikatkan diri untuk meyelenggarakan pengangkutan barang atau orang (Pasal 521 

KUHD, yang seluruhnya atau sebagian melalui laut. Jika, dilihat dari pihak dalam perjanjian 

pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan orang (penumpang) dan/atau barang. 

Secara umum hak pengangkut adalah menerima pembayaran ongkos angkutan dari 

penumpang atau pengirim barang atas jasa angkutan yang telah diberikan, dan juga hak untuk 

menolak pelaksanaan atau mengangkut penumpang yang tidak jelas identitasnya. Hal tersebut 

dapat ditemukan di dalam tiket pesawat yang menyatakan bahwa hak pengangkut untuk 

menyerahkan penyelenggaraan atau pelaksanaan perjanjian angkutan kepada perusahaan 

penerbangan lain, serta mengubah tempat-tempat pemberhentian yang telah disetujui. 



Secara umum kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang 

atau penumpang beserta bagasinya dan menjaganya dengan sebaik-baiknya hingga sampai di 

tempat tujuan. 

Ada beberapa kewajiban pokok pengangkut khususnya pada pengangkutan udara, yaitu sebagai 

berikut : 

a.  Mengangkut penumpang dan/atau barang serta menerbitkan  dokumen angkutan 

sebagai imbalan haknya memperoleh pembayaran biaya angkutan ; 

b.  Mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau 

pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan pesawat udara niaga; 

c.  Dapat menjual kiriman yang telah disimpan (bukan karena sitaan) yang karena 

sifat dari barang tersebut mudah busuk, yang lebih dari 12 (dua belas) jam setelah 

pemberitahuan tidak diambil oleh penerima kiriman barang; 

d.  Bertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yang, musnah, hilang 

atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang 

dan/atau barang apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. 

2. Penumpang 

Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas 

dirinya yang diangkut atau semua orang/badan hukum pengguna jasa angkutan, baik angkutan 

darat, udara, laut,dan kereta api. Ada beberapa ciri penumpang, yaitu sebagai berikut : 

a. Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan; 



b. Membayar biaya angkutan; dan 

c. Pemegang dokumen angkutan. 

Penumpang berkewajiban utama membayar biaya pengangkutan dan berhak atas 

pelayanan pengangkutan. Kedudukan penumpang pada pengangkutan udara ada 2 (dua) macam 

yaitu sebagai subjek hukum dan objek hukum. Dikatakan sebagai subjek hukum karena 

penumpang merupakan orang yang mengikatkan diri kepada pihak pengangkut. Sedangkan 

penumpang dikatakan sebagai objek hukum karena penumpang merupakan muatan yang 

diangkut oleh pihak pengangkut. Secara umum hak penumpang adalah hak untuk diangkut ke 

tempat tujuan dengan pesawat udara yang telah ditunjuk atau dimaksudkan dalam perjanjian 

pengangkutan udara yang bersangkutan; hak untuk menerima ganti kerugian apabila penumpang 

mengalami kerugian; hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik; dan hak untuk mendapatkan 

keamanan dan keselamatam selama dalam perjalanan menuju ke tempat yang dituju. 

Secara umum kewajiban penumpang adalah membayar upah atau ongkos kirim kepada 

pengangkut. Manfaat terjadinya pengangkutan ini yaitu meningkatkan nilai dan daya guna dari 

orang atau barang yang diangkut. Kegiatan jasa maskapai penerbangan udara masih ada terjadi 

kelalaian yang dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan udara sehingga seringkali terjadi 

wanprestasi. 

3. Wanprestasi 

Sebagaimana telah diketahui bahwa subjek-subjek dalam perjanjian pengangkutan ini 

adalah pihak pengangkut dan pihak penumpang. Pihak penumpang merupakan pihak yang 

berhak atas pemenuhan prestasi, sedangkan pihak pengangkut adalah pihak yang berkewajiban 

untuk memenuhi tuntutan prestasi dari pihak penumpang. Oleh karena itu penumpang 



merupakan pihak yang sangat menghendaki agar perjanjian itu dapat dipenuhi secara sempurna 

dengan sukarela sesuai dari isi perjanjian yang dimaksud oleh para pihak.Namun harapan itu 

tidaklah berjalan lancar sebagaimana yang dikehendaki, sebab terjadi kelalaian dari pihak 

pengangkut. Keadaan dimana pihak pengangkut tidak dapat memenuhi prestasi kepada pihak 

penumpang yang biasa disebut wanprestasi. 

Ada tiga keadaan untuk menentukan apakah pihak pengangkut bersalah 

melakukan wanprestasi atau tidak, yaitu : 

 

a.  Pihak pengangkut tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

b.  Pihak pengangkut memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; 

c.  Pihak pengangkut memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. 

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut : 

a.  Perjanjian tetap ada; 

b.  Pihak pengangkut harus membayar ganti rugi pada pihak   penumpang ; 

c.  Beban risiko beralih untuk kerugian pihak pengangkut jika halangan itu timbul 

setelah pihak pengangkut wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau 

kesalahan besar dari pihak penumpang; 

d.  Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, pihak penumpang dapat 

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi. 



4. Objek-objek Dalam Pengangkutan Udara 

Objek hokum pengangkutan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai 

tujuan hokum pengangkutan. Tujuan hokum pengangkutan adalah terpenuhinya 

kewajiban dan hak pihak-pihak dalam pengangkutan,maka yang menjadi objek hokum 

pengangkutan adalah : 

1. Muatan barang 

2. Muatan penumpang 

3. Alat pengangkutan 

4. Biaya pengangkutan 

Pengangkutan berkewajiban untuk mengangkut barang dengan selamat atau 

mengantarkan penumpang dengan selamat sampai ke tujuan. Sedangkan hak nya diangkut 

dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat. Manfaat terjadinya pengangkutan ini 

yaitu meningkatkan nilai dan daya guna dari orang atau barang yang diangkut . 

B. Tinjauan Umum tentang  Bagasi 

1. Pengertian Bagasi dan Barang 

Kegiatan pengangkutan udara barang bagasi diangkut dan dibawa ke 

dalam bagasi penumpang pesawat udara, pihak penumpang dan pihak pengangkut 

bersepakat dengan ditandai adanya dokumen pengangkutan udara yaitu tanda 

pengenal bagasi. Pihak penumpang sudah mempercayakan barang yang dibawa 

tersebut kepada pihak pengangkut untuk diangkut pada pihak pengangkut. 

Ketentuan-ketentuan barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa oleh 

penumpang harus ditaati. Pemberitahuan tentang barang ini bertujuan untuk 



keamanan bersama dalam setiap penerbangan pihak penumpang dan awak 

pesawat dilarang membawa barang-barang berbahaya dan barang-barang berharga 

ke dalam pesawat baik sebagai barang tentengan ke dalam kabin ataupun di dalam 

bagasi. Barang-barang berbahaya seperti senjata api, segala benda runcing yang 

dapat melukai orang, dan benda yang mudah terbakar.Sedangkan barang-barang 

berharga seperti uang, perhiasan, serta dokumen penting. Barang-barang yang 

dibawa oleh penumpang dalam perjanjian ada 2 (dua) macam, yaitu : 

 

a.  Barang bawaan, ialah barang-barang kecil, yang dapat dibawa serta oleh 

penumpang dalam tempat duduknya, misalnya koper tangan (handback). Adanya 

barang-barang ini tidak perlu dilaporkan kepada pengangkut dan terhadap barang-

barang ini tidak dipungut biaya. 

b.  Barang-barang bagasi, ialah barang-barang yang dilaporkan kepada pengangkut 

dan untuk itu penumpang mendapat tanda pengenal bagasi. Sampai berat tertentu 

penumpang dapat melaporkan barang bagasi tanpa biaya. 

 

Bagasi dalam terminologi pada pengangkutan udara ada 2 (dua) macam yaitu 

bagasi tercatat dan bagasi kabin. Sebagaimana kita temui dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bagasi tercatat dan bagasi kabin 

dibedakan sebagai berikut : 



a.  Bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang 

kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama. 

b.  Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam 

pengawasan penumpang sendiri. Pengangkut bertanggung jawab pada bagasi 

tercatat apabila bagasi tercatat tersebut dianggap hilang, musnah, atau rusak dan 

tidak diketemukan dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal yang diakibatkan 

oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan 

pengangkut. Yang dimaksud “dalam pengawasan pengangkut” pada Pasal 144 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah sejak barang 

diterima oleh pengangkut pada saat pelaporan (check-in) sampai dengan barang 

tersebut diambil oleh penumpang di bandar udara tujuan. Pengangkut tidak 

bertanggung jawab atas kerugian akibat hilang, musnah, atau rusaknya bagasi 

kabin kecuali penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut 

disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya. Pada 

kegiatan pengangkutan barang, pengangkut mempunyai peranan penting sebagai 

pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu 

tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sebagai pihak yang 

mengusahakan pengangkutan, pengangkut dibebani tanggung jawab tertentu 

terhadap barang-barang yang diserahkan dari pengirim untuk diangkut. Seperti 

yang kita ketahui bahwa tanggung jawab pengangkut terletak pada kewajiban 

pengangkut yaitu menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat 

pemuatan sampai tempat tujuan dengan selamat. 

D.  Tanggung Jawab Hukum 



Konsep “tanggung jawab” menjadi dasar penyelesaian ganti kerugian. Konsep ini 

menjelaskan perbuatan mana yang dirumuskan dalam masalahsebagai batas 

tanggung jawab pengangkut. Dalam hal ini, perbuatan kelalaian pengangkut 

mengakibatkan timbul kerugian bagi pemilik barang yang diangkut. 

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

menyebutkan bahwa tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan 

angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang 

dan/ataupengirim barang serta pihak ketiga.
11

 

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang 

Tanggung Jawab Pengangakut, Tanggung jawab pengangkut sebagai kewajiban 

perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh 

penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. 

Pengertian atau arti dari tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 

macam yaitu accountability, responsibility, dan liability. Accountability, biasanya 

berkaitan dengan pertanggungan jawab menyangkut keuangan. Responsibility, 

wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Liability, artinya menanggung 

segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang 

lain yang bertindak untuk dan atas namanya. 

Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab dan cara 

membedakan prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut pada dasarnya diletakkan 
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pada masalah pembuktian, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian, 

dan kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan. Ketiga 

prinsip tanggung jawab ini adalah sebagai berikut : 

1. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Kesalahan (Liability Based on Fault) 

Tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (liability based on fault) adalah prinsip 

yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365 KUH Perdata yang 

lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 

empat unsur pokok, yaitu : 

a.  Adanya perbuatan; 

b.  Adanya unsur kesalahan; 

c. Adanya kerugian yang diderita; 

d.  Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 

“hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan 

kesusilaan dalam masyarakat. Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi 

orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak 

adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.
12

 

Tanggung jawab atas dasar kesalahan ini berlaku terhadap semua perusahaan angkutan. Menurut 

konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan (liability based on fault), apabila penumpang ingin 

memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang diderita, penumpang harus membuktikan 
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kesalahan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan angkutan harus membuktikan 

kesalahan bukan pada pihak perusahaan angkutan. Tanggung jawab pengangkutan udara 

terhadap penumpang yang mengalami hilang, musnah atau rusaknya bagasi tercatat selanjutnya 

diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung 

Jawab Pengangkut Angkutan Udara yaitu : 

1)  Tanggung jawab atas dasar kesalahan melemahkan hak-hak penumpang, karena 

penumpang tidak punya keahlian untuk membuktikan kesalahan pengangkut. 

2) Tanggung jawab pengangkut terbatas setinggi-tingginya sebesar kerugian 

penumpang. Konsep tanggung jawab  atas dasar kesalahan dirasakan adil apabila 

kedudukan kedua belah pihak (penumpang selaku konsumen dan pengangkut) 

mempunyai kemampuan yang sama sehingga mereka dapat saling membuktikan 

kesalahan. 

2.   Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Praduga Bersalah (Presumption of       Liability) 

Prinsip ini menyatakan, pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat 

membuktikan ia tidak bersalah. Beban pembuktiannya ada pada pengangkut. Pengangkutan 

udara dalam hal tanggung jawab hukum atas dasar praduga bersalah (presumption of liability) 

pernah diakui. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan 

khususnya, dikenal 4 (empat) variasi : 

a.  Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan kerugian 

yang ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya; 



b.  Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan ia 

mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian 

c.  Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan kerugian 

yang timbul bukan karena kesalahannya; 

d.  Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian 

penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang diangkut tidak baik. 

Menurut konsep tanggung jawab hukum atas dasar praduga bersalah (presumption of liability), 

perusahaan penerbangan dianggap bersalah, sehingga perusahaan penerbangan demi hukum 

harus membayar  ganti kerugian yang diderita oleh penumpang tanpa dibuktikan kesalahan lebih 

dahulu, kecuali perusahaan membuktikan tidak bersalah yang dikenal sebagai beban pembuktian 

terbalik. 

3. Tanggung Jawab Hukum Mutlak (Strict Liability) 

Tanggung jawab hukum mutlak (strict liability) sering diidentikan dengan prinsip 

tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang 

membedakan kedua teminologi diatas.Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang 

menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian yang 

memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya force majeur. 

Sedangkan,Absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada 

pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang  mengaitkan perbedaan  

keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab 

dan kesalahannya ,Konsep tanggung jawab mutlak (strict liability) diterapkan terhadap tanggung 

jawab operator pesawat udara pada pihak ketiga. Dalam konsep tanggung jawab mutlak operator 



tidak dapat membebaskan diri dari kewajiban membayar ganti kerugian. operator adalah orang 

atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara baik secara komersial (airlines) atau 

tidak komersial (general aviation). 

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, konsep tanggung jawab mutlak diartikan terutama sebagai 

kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan timbulnya kerusakan. Salah satu ciri utama 

tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan. 

2. Aturan Tentang Penggunaan Bagasi 

Dokumen pengangkutan udara adalah alat bukti yang diterbitkan oleh pengangkut bahwa 

penumpang atau pemilik barang berhak untuk dilaksanakan pengangkutannya. Ada 2 (dua) 

macam dokumen pengangkutan udara yaitu sebagai berikut : 

1. Tiket Penumpang 

Menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang 

merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan 

pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan 

pesawat udara.Tiket penumpang adalah suatu tanda bukti bahwa seseorang telah membayar uang 

angkutan udara dan akibatnya berhak naik pesawat udara sebagai penumpang. Tiket penumpang 

juga merupakan tanda bukti telah ditutupnya perjanjian pengangkutan antara penumpang dan 

pengangkut. Pencantuman nama penumpang sangat diperlukan karena nama tersebut adalah 

pihak dalam perjanjian pengangkutan udara, dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Penerbangan rincian keterangan isi yang dimuat dakam tiket penumpang 

dilengkapi lagi dengan keterangan sebagai  berikut : 



a.  Nomor, tempat, dan tanggal penerbitan; 

b.  Nama penumpang dan nama pengangkut; 

c. Tempat, tanggal, waktu penerbangan, dan tujuan pendaratan; 

d.  Nomor penerbangan; 

e.  Tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat pemberangkatan dan tempat 

tujuan, apabila ada; 

f.  Pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam undang-undang ini. 

Apabila tiket tidak diisi keterangan-keterangan tersebut atau tidak diberikan pada 

pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi 

tanggung jawab. Selain tiket penumpang terdapat pula tanda pengenal bagasi sebagai bukti 

bahwa penumpang mempercayakan barang mereka kepada maskapai penerbangan udara. 

 

2. Tanda Pengenal Bagasi 

Tanda pengenal bagasi atau biasa disebut tiket bagasi adalah dokumen yang diberikan 

pada penumpang saat penumpang menyerahkan barang bagasinya kepada maskapai penerbangan 

udara saat melakukan check-in. Tanda pengenal bagasi atau tiket bagasi merupakan tanda bukti 

penitipan barang, yang nanti bila penumpang turun dari pesawat udara, barang bagasi itu akan 

diminta kembali. Dipandang dari sudut perjanjian pengangkutan, maka perjanjian penitipan 

barang ini merupakan “accessoire verbintenis”. Jadi, tanda pengenal bagasi atau tiket bagasi itu 

berhubungan erat dengan perjanjian pengangkutan. Tetapi meskipun begitu, tidak adanya tiket 



bagasi itu tidak mempengaruhi adanya atau berlakunya perjanjian pengangkutan udara, yang 

tetap akan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Ordonasi Pengangkutan Udara. Pasal 5 ayat 

(3) Ordonasi Pengangkutan Udara menyatakan bahwa bila pengangkut udara menerima bagasi 

untuk diangkut tanpa memberikan suatu tiket bagasi, maka dia tidak berhak untuk 

mempergunakan ketentuan-ketentuan Ordonasi Pengangkutan Udara yang meniadakan atau 

membatasi tanggung jawabnya. Dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingannya sendiri, 

pengangkut udara harus memberikan tiket bagasi kepada penumpang, sebab kalau tidak, pihak 

pengangkut sendiri akan rugi bila barang bagasi itu hilang atau rusak. 

Tanda pengenal bagasi atau tiket bagasi harus berisi : 

a.   Tempat dan tanggal pemberian; 

b.  Tempat pemberangkatan dan tempat tujuan; 

c.  Nama dan alamat pengangkut; 

d.  Nomor tiket penumpang; 

e. Pemberitahuan bahwa bagasi akan diserahkan kepada pemegang tiket   bagasi; 

f.  Jumlah barang bagasi dan berat barang bagasi maksimal 20kg; 

g.   Pemberitahuan bahwa pengangkutan bagasi ini tunduk pada ketentuan ketentuan 

mengenai tanggung jawab yang diatur dalam Ordonasi Pengangkutan Udara. Tiket 

penumpang dan tanda pengenal bagasi atau tiket bagasi dapat disatukan dalam satu 

dokumen angkutan udara yang berisikan ketentuan-ketentuan tentang barang yang 

ada dalam bagasi. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian adalah sebatas untuk mengetahui tujuan penelitian. 

B. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data yang digunakan adalah data primer yang di dapat dari loksai penelitian, 

responden yang terkait dengan dokumen seperti perjanjian yang dilakukan oleh 

pihak penumpang dan pihak pengangkut. Sumber data yang ada di lokasi 

penelitian, yaitu berdasarkan Pengamatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan 

cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan 

masalah yang di teliti. Data sekunder terdiri dari : 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hokum yang mengikat seperti peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan denganpenelitian ini antara lain : 

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 

 



c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77  tahun 2011 tentang Tanggung 

Jawab Pengangkut Angkutan Udara. 

d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. 

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hokum yang memberikan penjelasan 

mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hokum, hasil karya dari 

kalangamn hokum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat 

kabar, dan makalah. 

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada 

majalah, surat kabar atau internet. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah 

yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai 

berikut : 

Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hokum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan 

dalam penelitian hukum normative. Studi Kepustakaan dilakukan untuk 

memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literature yang berkaitan dengan 

masalah perlindungan konsumen yang akan dibahas. 

 



 

D. Metode Analisis Data 

Penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitati, yaitu dengan cara 

menafsirkan, menginterpretasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-

undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan 

kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat 

yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat. 

 

 


